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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Tata kelola perguruan tinggi merupakan aspek fundamental dalam 

menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi 

dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat secara akuntabel, transparan, dan 

profesional. Di era perkembangan teknologi informasi, perguruan tinggi 

dituntut untuk menerapkan prinsip good governance sebagai standar tata 

kelola modern yang menekankan efektivitas, efisiensi, integritas, serta 

pertanggungjawaban publik. Konsep tersebut kemudian mengalami 

adaptasi ke dalam ranah pendidikan tinggi melalui istilah Good University 

Governance, yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan keadilan1. 

       Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan 

perguruan tinggi merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang 

harus tunduk pada prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik. Prinsip tersebut meliputi asas akuntabilitas, transparansi, kepastian 

hukum, profesionalitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

administrasi publik. Penerapan asas-asas tersebut menjadi penting dalam 

memastikan bahwa pengelolaan institusi pendidikan tinggi dilaksanakan 

secara bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kerangka hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi harus dikelola 

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan 

penjaminan mutu berkelanjutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

 
1 Hesti Kusumaningrum, Iffat Bening Qhuru’in Ahmad, and Inu Aulia Arba, ‘Desain Dan Struktur 

Organisasi Manajemen Pendidikan Yang Efektif Di Perguruan Tinggi’, AL-FAIZI Jurnal Hukum, 

Politik Dan Bisnis, 2.1 (2024), 60–71. 
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tata kelola perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, 

tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, 

serta pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 

Dalam perkembangan tata kelola pendidikan tinggi modern, konsep 

Good Governance kemudian diadaptasi dalam konteks perguruan tinggi 

melalui konsep Good University Governance. Good University Governance 

merupakan suatu sistem tata kelola universitas yang menekankan penerapan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta 

keadilan dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi2. Penerapan prinsip-

prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perguruan 

tinggi yang profesional, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas 

layanan pendidikan kepada masyarakat. 

Di Indonesia, tuntutan penerapan Good University Governance 

semakin kuat seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan 

otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi dalam mengelola institusinya. 

Otonomi tersebut mencakup kewenangan dalam pengelolaan akademik, 

organisasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan. Salah satu 

bentuk kebijakan yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan 

kepada perguruan tinggi adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum. 

Secara yuridis, keberadaan Badan Layanan Umum diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Layanan Umum merupakan 

instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 

 
2 Talika Khairunisa and others, ‘Good University Governance Dan Kinerja Perguruan Tinggi’, 

Journal of Student Research, 3.2963–9697 (2025), 154–67. 
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masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

prinsip efisiensi dan produktivitas. 

Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada 

perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan 

melalui pengelolaan sumber daya yang lebih fleksibel dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi yang berstatus Badan 

Layanan Umum memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan 

belanja secara lebih mandiri dibandingkan dengan sistem birokrasi 

konvensional. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus 

dilaksanakan dalam kerangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Badan Layanan 

Umum dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan bentuk 

delegasi kewenangan administratif dari pemerintah kepada unit kerja yang 

memberikan pelayanan publik. Delegasi kewenangan tersebut harus diikuti 

dengan mekanisme pengawasan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang 

jelas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam 

pengelolaan keuangan negara3. 

Universitas Islam Negeri Salatiga merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang telah mengalami transformasi 

kelembagaan dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi tersebut ditandai 

dengan perubahan status kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Salatiga menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri 

Salatiga. Perubahan status tersebut membawa konsekuensi terhadap 

perluasan mandat akademik serta peningkatan kompleksitas tata kelola 

kelembagaan universitas. 

Selain perubahan status kelembagaan, Universitas Islam Negeri 

Salatiga juga telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan 

pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Penerapan sistem 

Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas bagi universitas dalam 

 
3 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) 
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mengelola sumber daya keuangan dan layanan pendidikan secara lebih 

efisien dan responsif. Fleksibilitas tersebut meliputi kewenangan dalam 

mengelola pendapatan mandiri, memanfaatkan aset institusi, serta 

melakukan inovasi layanan pendidikan tanpa harus sepenuhnya bergantung 

pada mekanisme anggaran negara yang bersifat birokratis. 

Meskipun demikian, penerapan pola pengelolaan Badan Layanan 

Umum juga menimbulkan berbagai tantangan dalam tata kelola perguruan 

tinggi. Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan kepada Badan 

Layanan Umum harus diimbangi dengan penerapan sistem akuntabilitas dan 

transparansi yang kuat agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan 

dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip 

Good University Governance menjadi sangat penting dalam memastikan 

bahwa pengelolaan Badan Layanan Umum dilaksanakan secara profesional, 

transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. 

Dalam konteks reformasi administrasi publik, pengelolaan Badan 

Layanan Umum juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma New Public 

Managemen4. Paradigma ini berkembang sejak tahun 1980-an sebagai 

respons terhadap kritik terhadap birokrasi publik yang dianggap tidak 

efisien dan terlalu prosedural. New Public Management menekankan 

pentingnya penerapan prinsip manajemen modern dalam organisasi sektor 

publik, seperti efisiensi organisasi, pengukuran kinerja, serta orientasi pada 

kualitas pelayanan publik5. 

Penerapan pendekatan New Public Management dalam pengelolaan 

perguruan tinggi tercermin dalam kebijakan pemerintah yang memberikan 

fleksibilitas pengelolaan organisasi kepada institusi pendidikan tinggi, 

termasuk melalui penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum. 

Dengan pendekatan ini, perguruan tinggi diharapkan mampu meningkatkan 

efisiensi pengelolaan organisasi, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta 

meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. 

 
4 Indroharto. 
5 HOOD, C. (1991), A PUBLIC MANAGEMENT FOR ALL SEASONS?. Public Administration, 

69: 3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x  

https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
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Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Good University Governance dalam pengelolaan Badan 

Layanan Umum pada perguruan tinggi masih menghadapi berbagai 

tantangan, terutama terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan, 

efektivitas sistem pengawasan internal, serta kapasitas sumber daya manusia 

dalam mengelola sistem manajemen berbasis kinerja. 

Selain itu, kajian mengenai implementasi Good University Governance 

pada perguruan tinggi di Indonesia masih lebih banyak menggunakan 

pendekatan manajemen pendidikan dan administrasi publik. Sementara itu, 

kajian yang menggunakan perspektif hukum administrasi negara, khususnya 

yang mengkaji aspek keadilan profetik dalam tata kelola Badan Layanan 

Umum, masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks penyelenggaraan 

pelayanan publik, aspek keadilan merupakan salah satu prinsip penting yang 

harus diwujudkan dalam tata kelola organisasi publik. Prinsip keadilan 

tersebut mencakup keadilan dalam akses layanan pendidikan, keadilan 

dalam pengelolaan sumber daya organisasi, serta keadilan dalam proses 

pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk 

menganalisis implementasi prinsip Good University Governance dalam tata 

kelola Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Salatiga, tetapi 

juga berupaya untuk merumuskan konsep tata kelola Badan Layanan Umum 

berbasis Good University Governance yang berkeadilan profetik dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Universitas Islam Negeri 

Salatiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkuat praktik tata kelola universitas yang berintegritas dan 

berorientasi pada prinsip Good University Governance yang berorientasi 

pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan keadilan profetik, serta 

memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan universitas di masa mendatang.  

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis tertarik untuk menulis tesis 

yang berjudul “IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD UNIVERSITY 

GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN TATA KELOLA BADAN 
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LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA 

DENGAN PENDEKATAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT” 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana pemaparan latar belakang diatas perlu dilakukan telaah 

mendalam terkait Implementasi Prinsip Good University Governance dalam 

Peningkatan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Salatiga 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi prinsip Good University Governance dalam 

penyelenggaraan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri 

Salatiga? 

2. Bagaimana implementasi prinsip Good University Governance dalam 

pengelolaan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri 

Salatiga dianalisis dalam perspektif teori New Public Management? 

3. Bagaimana konsep tata kelola Badan Layanan Umum berbasis Good 

University Governance yang berkeadilan profetik dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Universitas Islam Negeri 

Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

prinsip Good University Governance dalam upaya meningkatkan tata kelola 

penyelenggaraan Badan Layanan Umum  pada Universitas Islam Negeri 

Salatiga. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Good University 

Governance dalam penyelenggaraan Badan Layanan Umum di 

Universitas Islam Negeri Salatiga; 

2. Untuk menganalisis implementasi prinsip Good University 

Governance dalam pengelolaan Badan Layanan Umum di Universitas 

Islam Negeri Salatiga dalam perspektif teori New Public 

Management; 

3. Untuk merumuskan konsep tata kelola Badan Layanan Umum 

berbasis Good University Governance yang berkeadilan profetik 
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dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Universitas 

Islam Negeri Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a.  Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum 

Administrasi Negara, khususnya terkait tata kelola lembaga 

negara yang berstatus Badan Layanan Umum di lingkungan 

pendidikan tinggi.  

b. Memperkaya kajian akademik tentang Good University 

Governance, terutama dalam konteks integrasi antara prinsip 

Good University Governance  dan mekanisme pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum.  

c. Menjadi referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya mengenai 

tata kelola universitas, otonomi perguruan tinggi, dan reformasi 

birokrasi sektor pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perguruan Tinggi: Sebagai masukan bagi pimpinan 

universitas dalam merumuskan kebijakan Badan Layanan Umum 

sesuai prinsip Good University Governance ; 

b. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan: Sebagai bahan 

pertimbangan dalam merancang kebijakan peningkatan 

pengelolaan Badan Layanan Umum, termasuk mekanisme 

pengawasan dan pelaporan kinerja institusi pendidikan tinggi; 

c. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa: Meningkatkan pemahaman 

tentang badan layanan umum  dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi sebagai wujud tanggung jawab publik. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 
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Pada Bab Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan atau fokus penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. Isi pendahuluan adalah penjelasan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya. 

2. BAB II KAJIAN TEORI 

Bab kajian teori memuat sub bab kajian penelitian terdahulu, landasan 

teori, dan hipotesis. Pada kajian penelitian terdahulu dilakukan telaah 

(review) terhadap 3 artikel ilmiah terideks nasional yang diterbitkan 

lima tahun terakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendudukkan posisi penelitian yang dilakukan dan 

untuk menunjukkan orisinalitas penelitian. Artikel ilmiah terideks 

nasional itu nantinya digunakan sebagai pembanding hasil penelitiannya 

supaya lebih komprehensif. Bab ini juga membahas teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena yang terkait 

dengan pokok masalah yang dirumuskan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang 

digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Secara garis besar, bab 4 berisi tiga sub bab. Sub bab pertama adalah 

deskripsi dan analisis data penelitian. Jumlah sub bab analsis data 

disesuaikan dengan jumlah pertanyaan atau masalah penelitian yang 

ditulis pada bab 1. Sub bab kedua adalah temuan penelitian yang ditulis 

berdasarkan hasil dari analisis data untuk setiap rumusan masalah. Sub 

bab terakhir adalah pembahasan hasil penelitian. Dalam sub bab ini 

penulis menganalisis, membandingkan, mereview hasil temuan dengan 

teori yang ada dan temuan penelitian terdahulu. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi sub bab simpulan, saran, dan implikasi penelitian. 

Simpulan ditarik dari hasil analisis data dan pembahasan hasil 
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penelitian. Saran ditulis berdasarkan simpulan yang disajikan. Saran 

harus jelas dan spesifik, ditujukan kepada siapa, tentang apa, serta 

bagaimana implementasinya. Implikasi merupakan apa yang dapat 

dipetik atau dipelajari dari temuan penelitian dan dapat digunakan untuk 

apa. Rekomendasi penelitian berisi pernyataan hal yang harus dilakukan 

berdasarkan kelemahan yang ada dan saran untuk penelitian berikutnya. 

 

  


